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KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGS! SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

. bahwa untuk mclaksanakan kctentuan dari Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur

Organisasi nada netanel Pemerintah untuik

fe Ll £ csanrLTRaliSl

Penyederhanaan Birokrasi;

. bahwa untuk menindaklanjuti persetujuan Surat Gubernur
Kalim Nomor 061/4301/B. Org-KL tanggal 16 Agustus
2021 Hal Persetujuan Usulan Penyederhanaan Struktur
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kutai Kartanegara;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Frungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daermh nada Radan
Perencanaan Pembangunan Daerah.

Naas! 19 I£) 1T An = TTnAdnns Naaar Neo = PREPESE L by B
s L CAOCii L r{J{{L “J; R Atiticii s"‘.’.{!\.l{-‘ 15 L Ayt ER LD E.C-Ll(-‘ l\.l i_’LIJJ.Lln

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penctapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

M Taharer 1027 NAaemmns N cnthnosns T1e Anv\n A
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
18285,

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemeriniahan  Daerah  {Lembaran WNegara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
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Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan  Daerah {Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2016 Nomor ii4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 7511 Kalimantan Timur
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Peruiuran Mentern: Pendayagunaun Aparaiur dan Reformast
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan
Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;

p‘l

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan
Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah  untuk
Penyederhanaan Birokrasi;

7. Peratuiran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8
Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewcnangan Urusan Yang
Menjadl Kewcnangan Pemermtah Kabupaten Kutai
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Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kiutai Kartanegara Nomor G
Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran

Nserah Kahs 17, | /S, L FURSE. Yo T\ SR
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73).
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Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

Dal

- b

o

o

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGIINAN NDAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

am Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Dacirah adalah Kals uchm,u Kutai Kar La_--,ga_e‘a.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah vang memimnin nelaksanaan urisan nemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom:.

Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai
Kartanegara.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Badann Perencanaan Pembangunan Daeran adalal Badan Perencaiiaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kf-ﬁnln RBadan adalah Pmﬁ‘nnf vang Memimnin Badan Perencanaan

_____________ P11 CAEIIL Aokl

Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kepala Bidang adalah Pejabat Vang Memimpin Bldang pada Badan

Perencanaan ?éfilbé,lw"uma Daeran fxauu.rra,t:ﬂ Hiitai § Kait Laiicgara.

Kepala Sub Bagian adalah Pejabat yang Memimpin Sub Bagian pada Badan

Perencanaan Pemhanmrnﬁn Naerah Knhnnﬂhﬂn Kritai Kﬂrfanemm
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Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

pelaksana tekms Badan untuk melaksanakan keg1atan tekms operasmnal
dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

n

cncanuan adalaly sualu proses uniuk menentukan Undakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.

Pembangunan Daerah adalah memanfaatan sumber daya yang dimiliki
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam
“::pc:\. pt:uuai atail, };esemgataﬂ kii’ja -"pcu.igai- beit usala, akses t Lcu!auap
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks
manusia.
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pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan teknis operasional dan atau
kegiatan teknis tertentu lainnya yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
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Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pl‘lOdC 5 (lima) Tahun.
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tahun.
Perianiian Kineria adalah kelnaran/hasit dari kemiatanfprogram vang
hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kredibilitas dan keluaran terukur.

- ™ Fe
[]

J_di.."..'lcu' muczjd_ Instainsi Pemerintah Yaiig sC a'zju-_ii_}-a dising 'na
adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang
Capaian kmer;a yang dlsusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan
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tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data
pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta

kekayaan penyelenggara Negara.

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat

LITKASN adalah daftar seluruh harta k&k&}'&‘s&u np"“{l’%f&f S .ti_.r.u 1‘Ii_3~’rLLcL Yang

dituangkan dalam formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negarta dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Pajak-pajak Pribadi selanjutnya disingkat LP2P adalah laporan
pajak—pajak pribadi yang wajib disampaikan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan

r\ﬁr\'t'n oyt ™Ma I (Al e T ~ lrnatno aroT1IaT ey ey
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penghasilannya kepada Menteri Dalam Negerl

Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah kepada DPRD
selanjutnya disingkat LKPJ adalah Ilaporan yang berupa informasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah selama ! (satu) tahun anggaran

afFo1r Al tde smoaoon dobatar o srarver Ao mnilram Alalh Lramala Aoaoavabh LamasAdo
atall afair nasa Joiuscitaiil Yol L.lﬂcliil}lpllncx.ll Cilat AL Lrrelol LEClod cidd B LG
DPRD.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah vang
selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan

Dannana Warin Dambiammresn MNaaorah vrane Afonmanilran Alab lranala Adaaral
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kepada Pemerintah.
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wadi romscriiiuln Da
adalah laporan keuangan berupa realisasi anggaran, neraca
atas laporan keuangan yang disampaikan oleh satuan kerja perangkat

runr Keudiigai
daerah seiama 3 {tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir
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Standar Pelayanan Mmlmal yang selanjutnya disingkat SPM adalah

[
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ayainan 4
Daerah vang selaniittnva disingkat RKPD
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1
Rencana Keria Pembangunan
adalah merupakan rencana tahunan bersifat rinci dan operasional yang di
susun sebagai jabaran dari rencana pembangunan jangka menengah
Kelompok Jafung adalah

pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal

crsangguian
b ] 40...'.—."';.
dan f11oas berkaitan dengan

tmin] "“’1"‘\\ 1
witdy DOTE
ﬁ:ngﬂf

dc‘..LL ail ‘I\f
Kelompok Jabatan Fungsional disebut
rabatan vang berisi
fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan

27.
sekelompok
pelayanan f

tertentu.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan unsur pelaksana
adi kewenangan Naerah bherkedudiukan oy

pokok
meniadi

}
Uruasan  Pemerintahan  vang
Bidang Perencanaan

Uirt1san Pemerintahan vang menjadi
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati meiaiui Sekretaris Daerah
A
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas
Bupan melaksanakan :
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di

membantn

Pembangunan Daerah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Perencanaan Pembangtinan Daerah menvelengogarakan ﬁrﬂs:m:r

a.
Daerah;

e
s

teknis

di B

penyusunan kebijakan teknis di
pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan
s dukungai

A_ 1
5 Liaisd, Uadli poistgMa ar: r‘;‘i

Daerah;
mantauail, evaluasi
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
nenvelenggarasn
Pemerintahan Daerah di Bldang Perencanaan Pembangunan Daeran dan

Pasal 3, Badan
sehagai herikut -

Bidang Perencanaan Pembangunan

Ksana;

i
i
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pernimnasn
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
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SUSUNAN ORGANISASI
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(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri
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C. €1 aya Alain, meimbawalikan
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1. Kelompok Jabatan Fungsional;
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Pengembangan Wilayah, membawahkan :

1. Kelompok Jabatan Fongsional:
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f. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah,

membawahkan :
1. Kelompok Jabatan Fungsional,

2. Kelomnok Jabhatan Fungsional: dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tata Kerja Kepala Badan meliputi :

. . NS JURUR TS U S
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dan mengawasi kegiatan badan;

b, merumuskan kehiiakan teknis badan;

S )

c. merumuskan rencana program kerja badan;
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.mengkovrdinasikan peluksunaun program badaai,

merumuskan kebijakan administrasi badan;
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evaluasi badan;
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menghimpim dan menvampaikan hahan lanor

dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah;

1 -1 1

11‘
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. menghimpun dan menyampaikan vahan lagoran penyusunan LRKPD setiap

akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

mengkonrdinasikan penyisiman Periantian Kineria, Standar Pelavanan (S
SOP dan SPM urusan Kepala Badan; dan

),

melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.

Tata Kerja Sekretaris meliputi :

a.
b,

memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan

qalhaon: na nnrn nalalraanaan

SCoagal y\,uumcul pliaksailaai Luga.o,

mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan
ciingiungan dinas  meliputh perencanaan, anggarain, peingadaan,
penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan
kepegawaian;

mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi:
ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi
pCrkantoran, pingadaan barang dan jasa, pomcliharaan, kKcamanan,
kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

mengkoordinasikan pelaksanaan E-Governmeni, kompiiasi SOP, Standar
Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik Tim
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penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi,
Gratifikasi, Lavanan Pengaduan Masyarakat, WBS pedoman umum sistem
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organisasi, survey mdex nilai persepsi korupsi;
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Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatah Anahs,ls Jabatan Dan
Analisis Beban Keria, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;

~lr P 4~
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mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, SAKIP (Sistiem Akuntabilitas
Kinerja), SPIP (sistem pengendalian internal pemerintah), RENSTRA, RENJA,

TVYDT 1'D'DT‘\ Ama T
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mengkoordinasikan kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan
menyviapkart Surat Perintah Membayvar {SPM), pembukuan keuangan dan
perhitungan anggaran, verifikasi pengeloiaan keuangan;
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mengkovrdinusikan  peluksanaan  adminisisasi  kopogawaiun melipuld
membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji
berkala, buku kendali pensmnan Daftar Nominatif Presensi Pegawali,

AT T

Sasaran Kerja Pegawai {SKP), Daftar Urut Kepangkatan {DUK], usul
kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM,
KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan atau LHKASN, Penghargaan,
Pemberian Sangsi dan Cuu sesua prosedur dan keteniuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
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dan penghapusan barang an jasa dilingkungan badan

B __1.__3__'_1_
aKsainaailn adininisiy dar

mﬁ-ns:rknnrmnnmknﬂ dan mf-innnrknn ne-]nkf-:annnn monitory o dan evahiasi

kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariatan dilingkungan badan;
dan

melaksanaxan dan melaporkan tugas Kedinasan iaiiniya yaing diberikain
oleh atasan.
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Tata Kerja Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan meliputi :

a.

b.

hat’

3

menganalisis, membimbing, meneliti dan meniiai hasii kerja bawahan;
menyusun rencana kegiatan urusan Umum dan ketatalaksanaan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

mengusulkan pembentukan pamtla/ pejabat pengadaan barang dan Jasa
daii chuua, pqauaf }.":u-:zuuﬂ hasil pﬁkﬁljaau sesuai "zu:cd“z dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- merencanakaan dan melaksanakan pengeloiaan barang dan jasa melipnti

menyusun rencana kebutuhan barang dan jasa, menerima, menyaiurkan,
menylmpan, mengventansam Barang Milik Daerah (BMD), memelihara

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ

barar g 54T ta membiuat usulan pruuucxpu gil OAaraing risad O at sesuai
dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD;

merencanakan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar
Pclayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi pubhk Tim
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penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi,
Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS pedoman umum sistem
penanganan  pengaduan, survey mndex  kepuasan  masyarakal, survey
internal organisasi dan survey index nilai persepsi korupsi;
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perpustakaan kear31pan admmlstram perkantoran pengadaah barang dan
jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi

T ~F -
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berlaku;
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kebljakan daerah urusan Umum dan Ketatajaksazlaan

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring

dan  cvaluasi kegiaian yang berkaitun  dengan urusan umum  dan
Ketatalaksanaan; dan

-
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Tata Kerja Kepala Sub Bagian Kepegawaian meliputi :

a.
b.
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b.

menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

menyusun rencana kegiatan urusan Kepegawaian sebagai pedoman
pelaksanaan tuga

melaksanakan admlmstram kepegawaian mellputl: membuat buku kendali
Kenaikan pm-;s".:‘,_a buku kendali kenaikan uaJL .J::;l-aza buku kendali
pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai
(SKP), rekapitulasi kehadiran, laporan kerja pegawai, Daftar Urut
Kepangkatan (DUK}, usul kenaikan pangkai, Masa Perstapan Pensiun,
ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS /KARSU, Penghargaan,
Pemberian Sangsz Cuti, Dengembangan kompetensi kepegawaian, LHKPN
dan/atau LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

1

wierencaniukan  peluksunaun Sistcm Inforinusi Manujemnan  Kepegawaian,
Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja dan Kompilasi Perjanjian Kinerja;

merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM
urusan Kepegawaian;

erenCuiakan Kegistan dan mengendalikan PoLyidpan Dallag poayusunag

kebijakan daerah urusan Kepegawaian;
merencanaltan. melaksanakan dan mPrﬂnnrknn nplnkqnﬂnnn mnnrfnﬂﬂo’

dan evaluasi keglatan yang berkaitan dengan urusan Kepegawaian; dan
melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh atasan,

menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan
sehagal nedoman nefaksanaan tugas;

merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan
penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA/DPA Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan
LPPD Badan melaporkan ke Kepala Badan melalui Sekretaris Badan;

merencanakan pelaksanaan SAKIP (Sistem Akuntablhtas Kinerja}, SPIP
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menganalisis dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
dan menyiapkan Surar Perintah Membavar (SPM):

C-4

menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi
pengelolaan kenangan;

merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM
urusan Penyusunan Program dan Keuangan;

B ey
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kebijakan daerah urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
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merencanakan, mclaksanekan  dun  mslepuikan keginiun peluksunuan
monitoring dan evaluast kegiatan yang berkaitan dengan wurusan
Penyusunan Program dan Keuangan; dan

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh atasan.

Tata Kerja Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam
meiiput ;

a.

b.

wny

[

memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja

| PR ST
HaWaiail,

mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan bidang
Perencanaan Ekonomi dan Sumber Dava Alam meliputi Perencanaan
Sumber Daya Alam, Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan
Pariwisata dan Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah

Alhaarns mndanevone e lalransmanms Fr1o0nns
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mengkoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Dayva Alam:

memverifikasi Rancangan RENSTRA Perangkat Daerah Bidang Perencanaan
Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

mengkoordinasikan pelaksanaan MUSRENBANG RPJPD, RPJMD, RKPD
Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

L] . 1 01 R 1 ™D L AT T
mengroerdinasikan pelaksunann kesepukaian dengan DPRD terkail ~Euryd,

RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya
Alam;

mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan RTRW
Daerah, RPJMD, Perangkat Daerah Kabupaten dan K/L, Provinsi di

Kabupaten Bidang Perencanaan Ekoncmi Dan Sumber Daya Alas

mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat
Naerah Kabunpaten/Kata Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Nava

Alam;

mengkoordinasikan  pelaksanaan pengelolaan data dan informasi
perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan
Pemerintahan ;

1 1 - 1 11 ™" - .
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Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (S‘P ) urusan
Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan Daerah urusan Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

menghoordinasikan daa melaporkan pelaksanaan moniiorinog dan evaluasi
kegiatan yang berkaitan dengan urusan Perencanaan Ekonomi dan Sumber
Dava Alam; dan

. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh atasan.




Tata Kerja Kelompok Jabatan Fungsional meliputi :

a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneiiti dan menilai hasil kerja
bawahan;

* e . R a2 S D

L. menyusun encana keglalan  wusan  perencanaan sumber daya alam
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

. merancang nenviisim rancangan RP.IPH RP.IMD RKPD urisAan

perencanaan sumber daya alam;

d. menganalisis rancangan RENSTRA perangkat daerah urusan perencanaan
sumber daya alam,;

e. merencanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD
perencanaan sumbper daya alam,

f. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan
RPIMD nrmasan perencanaan sumber daya alam;

g. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah
Kabupaten urusan perencanaan sumber daya alam;

h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,
RPJMD, RKPD dan APBD urusan perencanaan sumber daya alam;

1 1
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Kabupaten urusan perencanaan sumber daya alam,
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merencanakan dulkimgan  nelaksanaan  kegi gl__‘.:_:t_n_ nisat nrovingr  nntik

urusan percncanaan sumber daya alam;

k. merencanakan pelaksanaan pengelclaan data dan informasi perencanaan
pembangunan dacrah urusan perencanaan sumber daya alam;

1. merencanakan dan menvlavkan bahan Perjanjlan Kinerja, Standar
Operasional Prosedur (30F) dan Standar Pelayanan Minimal {(SPM) urusan

perencanaan sumber daya alam;

m. merencanakan kemmra'n dan mengendalikan nf-n\naﬁaﬂ hahan nenvVIISUINAN

kebijakan daerah urusan perencanaan sumber daya aiam;

n. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan cvaluast kegiatan yang berkaitan dengan urusan
perencanaan sumber daya alam; dan
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ang diberikan oleh atasan.

LT 95 Lol 8.

Tata Kerja Kelompok Jabatan Fungsional meliputi -

a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasii
kerja bawahan;

-
-
-

L.omenyusun fencana kegmalan Wiusan Perencanaan Peagembangan Dunia
Usaha dan Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
C.omerancang penynsnn rancangan RPIPD RPBIMD,  RKPD  armisan

perencanaan pengembangan dunia usaha dan pariwisata;

d. menganalisis rancangan RENSTRA perangkat daerah urusan Perencanaan
Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;
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Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;
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merencanalkan npiakqnnﬂnn mnPrmfﬂq dan harmonigagi RTRW Daerah dan
RPJMD urusan Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata,

membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada. perangkat daerah

Kabupaten urusan Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan
Pariwisata;
merencanakan pclaksanaan Kescpakatan dengain DPRD teikait RPJPD,

RPJMD, RKPD urusan Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan
Pariwisata;

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD
urusan urusan Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;
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ccgiatas
Kabupaten urusan urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Pariwisata
Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pu'-:at provinsi untuk
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dan Pariwisata;

merencanakan dan menviapkan bahan Perianiian Kineria, dan, Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM} urusan
Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;

merencanakan Kegiatan dan imengendalikan penyiapan bahan penyusuinan
kebijakan daerah urusan Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan
Pariwisata;

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi keglatan yang berkaxtan dengan urusan

Perencainaan "c‘_ﬁ‘,n-' -mxga_u Dusniia

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
vang dibertkan oleh atasan.

Pasal 14

Tata Kerja Kelompok Jabatan Fungsional meliputi :

. L, LR 1 L T 1 ey, 3 ot 11 -
menganeists, wemblinbing) wernbagt tupas, menehin danr el asil kergu
bawahan;

menvusin rencana kegiatan urusan Perencanaan Ekonomi Regional dan
Keuangan Daecrah scbagai pedoman pelaksanaan tugas;

merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan
Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah;

menganallsls rancangan RENSTRA perangkat daerah urusan Perencanaan

PL: ¥ Re iy
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merencanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan MUSRENBANG RPJPD

nrasan Perencanaan Ekonomi Regiomal dan Kentangan Hiaerah;

merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan
RPJMD urusan Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah;
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Kabupaten/Kota urusan Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan
Daerah;

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD _terkai.t RPJPD,
RPJMD, RKPD dan APBD urusan Perencanaan Ekonomi Regional dan

Keuai igatl -.;a(:;'&;;

¢ perangkal dacral

merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
Kahtipaten urusan Perencanaan Flkonnmi Regianal dan Ketiangan Daerah;

merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk
urusan Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah;

merencanakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah urusan Perencanaan Ekonomi Regional dan

.
Keuungan Dacialy;

merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar
Onerasinnal Prosedur {30OP) dan Standar Pelayanan Minimal {(SPM) urisan
Perencanaan £konomi Regional dan Keuangan Daerah;

. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan

kebijakan daerah urusan Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan
Daerah;

| P P e S Fap— -
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inicrencananais, HiciaKsdiianaii o dail el ap0d kan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah; dan

1_
1

merencanakan, melaksanakan dan meiaporkan tugas kedinasan lainnya
yvang diberikan oleh atasan.

Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan

1
raadx PR

Tata Kerja Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan

-

meliputi :

a.

b.

)

memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja
"\(\

LACd \'H C.LJ. AC&L.I.

mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan bidang perencanaan
sosial budava dan pemerintahan melipulli perencanaan pengembangan
sumber daya manusia dan  kebudayaan, perencanaan @ sosial
kemasyarakatan dan kcsejahteraan rakyat dan perencanaan pengembangan
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mengkoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;

memverifikasi rancangan RENSTRA Perangkat Daerah Bidang Perencanaan
Sosial Budaya dan Pemerintahan;

mengkoordinasikan pelaksanaan MUSRENBANG RPJPD, RPJMD, RKPD
Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;

fim s milemn gm Tl 1. U S :
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RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan
Pemerintahan;
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Daerah, RPJMD, Perangkat Daerah Kabupaten dan ‘K /L, Provinsi di
Kabupaten Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;

mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada .Perangkat
Daerah Kabupaten Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;

menghoordinasikan  pelaksanaan pengelolaan dala dd‘- informasi
perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan
Pemerintahan;

mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjiz'in_ Kinerja, Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan
P -

' Y A . i e e
Perencanaan Sosial Dudaya dain Pemeiintanain,

mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan

kehijakan daerah 1riisan Perencanaan Sosial Rudaya dan Pemerintahan;

mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kegiatan yang berkaitan dengan urusan Perencanaan Sosial Budaya dan
Pemerintahan; dan

. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
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Pasal 16
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bawahan,;

MENVISIIN TenCcans ke
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epiatan nmsan Perencanaan Pengembangan Sam
Daya Manusia dan Kebudayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD wrusan
Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
menganalisis rancangan RENSTRA Perangkat Daerah urusan Perencanaan
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merencanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan MUSRENBANG RPJPD
urirgan  Perencanaan Pengemhangan Stirrher Nava Mamigia dan
Kebudayaan;

merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan
RPJMD urusan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Kebudayaan;
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Kabupaten urusan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Kebudayaan;

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,
RPJMD, RKPD dan APBD urusan Perencanaan Pengembangan Sumber

T™ oo RN, R DR 7% MU, D,
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merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah
Kahupaten vnviisan Perencanaan Pengembangan Sumber Dava Manusia dan
Kebudayaan;

merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk
urusan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Kebudayaan;
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pembangunan daerah urusan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya
Manusia dan Kebudayaan;

merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan

1' .
Perencaiinaain Ff’ué;..--- Dalgail Suinger n"‘_‘,d Maiiusia dan I\CULUd}'ddla,

. merencanakan kegiatan dan mengendahkan penyiapan bahan penyusunan

kehiiakan daerah urusan Perencanas Pengembangan Sumbher ava
Manusia dan Kebudayaan,;

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kﬁgx,atan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Perencanaan Pcngembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan; dan

9+
i

merencanakan, meluksanskan dan melaporkan tupas kedinesan lainnya
yang diberikan oleh atasan.

Tata Kerja Kelompok Jabatan Fungsional meliputi :

a.

—
-
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pp]

menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja
bawahan;
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dan Kesejahteraan Rakyat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

merancang penvusiun  rmncangan  RPIPD,  RPIMD, RKPI) urisan
Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat;

menganalisis rancangan RENSTRA Perangkat daerah urusan Perencanaan
Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat;

merencanakan dan menviapkan bahan Pelaksanaan MUSRENBANG RPJPD

e 1 _1'7_"‘1: ik h_1 Al
LIILISETE POreIiCaiieiadil ““U“‘ld\i I‘;C;ilcib‘, Jdd.{‘ul‘ (1 Gl ROSClaCTdaldl Ry,

merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan
RPIMTY nirmgan Perencanaan Sosial KPmnwnrn\zgfnn dan KPQFIthPTﬂQT‘

Rakyat;

membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah
Kabupaten urusan Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesgjahiteraan

Rakyat;

Ve S e - -

merencanakan pelaksanaain KesSepar i gain OPRD terkait RRSTD,
RPJMD, RKPD dan APBD urusan Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan
Kesejahteraan Rakyvat;

merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten urusan Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan

Raks ai.,;

merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk
urtisan Perencanaan Sosial Kemasvarakatan dan Kesejahteraan Rakyat;

merencanakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah urusan Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan
Kesejahteraan Rakyat;

merencanakan dan menviapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar

20 YT S 1 U, PR -
Operasicnal Prosedur (30F) dan Standar Pelavanan Minimal (SPM) urusan

Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat;
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kebijakan daerah urusan Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan
Kesejahteraan Rakyat;

. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan Kkegiatan pelaksanaan

monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan

- —7-1 S A Py, P RO, DU
Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Ralgat;
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merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh atasan:

Pasal 18

Tata Kerja Kelompok Jabatan Fungsional meliputi :

a.

b.
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bawahan;

menynsim - renecana . kegiatan nmisan . Perencanaan Pﬁngemhangan
Pemerintahan dan Aparatur sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan
Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan 2 paratur;

menganalisis rancangan RENSTRA Peran

A .o
=1 [

P P - P [ P I
Pengembangan Pemerintahian dan

gkat Daerah urusan Perencanaan

pararur,

merencanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan MUSRENBANG RPJPD

urusan Perencanaan Penpembangan Pemerintahan dan Aparatr;

v

merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan
RPJMD urusan Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur;

membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah
Kabupaten urusan Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan
Aparatur;

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,
RPIMD., RKPD dan  APBD  wurasan  Perencanasn Pengembangan
Pemerintahan dan Aparatur;

merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah
(abupaten urusan Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan
Aparatur;

R T [
i

meréncanaxain dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi

urusan Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur;

pembangunan daerah urusan Perencanaan Pengembangan Pemerintahan
dan Aparatur;

merencanakan pelaksanaan pengeloiaan data dan informasi perencanaan

e A 1 I DU TR | U o TR L S Tyt o PR
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Operasional Prosedur (SOP} dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan
Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur;

- merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan

kebijakan daerah urusan Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan

P
ApParaiiin,

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evahiasi kegiatan vang herkaitan dengan  urusan
Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur; dan

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh atasan.
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Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana
dan Pengembangan Witayah

Pasal 19

Tain Keria Kepala Bidang Pereancanaan Pembanglilan Salaia rrasaratia dai
H crja Kepala Bidang reienc
Pengembangan Wilayah meliputi :

i i i i i . meneliti
a  memimpin, memhimbhing, membagi tiigas, meneht

bawahan,

b. mengkoordinasikan penyusuna rencana Kkegiatan urusan bidang
Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Dan Pengembangan Wilayah
meliputi Perencanaan Infrastruktur Wilayah, Perencanaan Pemanfaatan
Ruang dan Pemukiman dan Perencanaan Pembangtinan  Wilavah

Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. mengkoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pengembangan
Wilayah;

mernverifikast rancaupan RENSTRA Peraugkal Dacral Bidang Perencanaan
Pembangunan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah;

e mengkoordinasikan pelaksanaan MUSRENBANG RPIPD, RP.IMD RKPD

Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pengembangan
Wilayah;

s
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RPUJMD, RKPD dan APBD Bldang Perencanaan Pembangunan Sarana
Prasarana dan Pengembangan Wilayah;

“.‘

g. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan RTRW
Daerah, RPJMD, Perangkat Daerah Kabupaten dan K/L Prov di Kab paten

Peingeimbaingaii

D!ua_-ig Perencanaain Pembang

Wilayah;
h mengkoordinasikan pembinaan  teknis perencanaan  kepada Perangkat

Daerah Kabupaten Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana
dan Pengembangan Wilayah;
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perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Pembangunan
Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah;

J- mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar
Operasional Prosedur (SOP} dan Standar Pelayanan Mmlmal (SPM) urusan
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k. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan
kebiiakan daerah urusan Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana
dan Pengembangan Wilayah;

1. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kegiatan yang berkaitan dengan urusan Perencanaan Pembangunan Sarana
Prasarana dan Pengembangan Wilayah; dan

it uzcla};:ﬂ Naswad
oleh atasan.
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Tata Kerja Kelompok .Jabatan Fungsional meliputi :

a.

"3

[

R

menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja
bawahan,;

IIEIVIISIiL [CIIO&IIA ROOidboi L0US00 Pereiicaiingt Tenii el rukivyr Wilavah
ey USUL roncadla wegralan urusan Feieicanaan inirasirukiyg iayali
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

merancang nenyvustn rancangan RRIPD, RPIMD,  RKPD  urusan

Perencanaan Infrastruktur Wilayah;

menganalisis rancangan RENSTRA Perangkat Daerah urusan Perencanaan
Infrastruktur Wilayah;
merencanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan MUSRENBANG RPJPD

FETTTSr , J T U NI [T | & -3 I T
uiusall refrendcaiiaain mrrastiukiir wilavali,

merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan
RPIMD ymaisan Perencanaan Infrastrmkimr Wilavah:

membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah
Kabupaten urusan Perencanaan Infrastruktur Wilayah;

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,
RPJMD, RKPD dan APBD urusan Perencanaan Infrastruktur Wilayah;

mercucandkan  sinergiltus dan haroonisasi kegiolan  Perangkat Duerah
Kabupaten urusan Perencanaan Infrastruktur Wilayah;
merencanakan dulammgan pelaksanaan kegiatan pusat, nrovinsi untink

urusan Perencanaan Infrastruktur Wilayah;

merencanakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah urusan Perencanaan Infrastruktur Wilayah;

merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar
Dyineimgimral Prmcods- AT 3 v oA v_1— WYt 1 SONTYRAY o _ _
APl abiviial FIOscdig oA Ul olada(ldl Folayailail viilniine: VIV LAl

Perencanaan Infrastruktur Wilayah;

-merencanakan kegiaian dan mengendalikan penvianan hahan penynsinan

kebijakan daerah urusan Perencanaan Infrastruktur Wilayah;

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urus
Perencanaan Infrastruktur Wilayah; dan
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yang diberikan oleh atasan.

Tata Kerja Kelompok Jabatan Fungsional meliputi :

a.

op

l

i

d.

menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneiiti dan meniiai hasil kerja
bawahan;

PPUp—— - - o b o e ™ e - I i
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INEnyUusun Iencaila kégiatal'a uiuisan Perencanaan
Pemukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

merancang  penvisun rancangan RPIPD,  RPIMD, RKPD  1mrmsan
Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman;

menganalisis rancangan RENSTRA Perangkat Daerah urusan Perencanaan
Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman;
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urusan Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman,;

-

merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan
RPJMD urusan Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman,;

membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah
Kabupaten urusan Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman;

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,

RPJMD, REPD dan APBD wusan Perencansan Pemanfaatan Ruang dan
Pemukiman;

merencanakan  sinergitas dan harmomisasi kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten urusan Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman;

merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk
urusan Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman;

merencanakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan

poembangunan  daeral:  urusain  Perencanaan Pemanfaatan Ruang daa
Pemukiman;
merencanakan  dan  menyviapkan hahan  Perianjian  Kineria, Standar

= st geeeix . RiAllAll

Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan
Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman;

-t

.1 P,

merencainakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan daerah wurusan Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan
Pemukiman;

w

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
mon1tormg dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan

Perencanaan Pemanfaatan .{u,,svxb dail Pemukin ifxaii, dan

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
vang dibertkan oleh atasan.

Pasal 22

-

T 1 T o -

ala Kega Kelompok Jabatan Fungsional meliputl

menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja
hawahan:

menyusun rencana Kegiatan urusan Perencanaan Pembangunan Wilayah
Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan
Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan;
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Pembangunan Wilayah Kecamatan;

merencanakan dan menviapkan hahan pelaksanaan MUSRE

urusan Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan;

merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan

RPJMD urusan Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan;

membuat konsep pembmaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah

1 T'l'
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merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,
RPIMD, RKPD dan APRD urysan Perencanaan Pembangunan Wilavah

Kecamatan,
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merencanakan  stnergitus dun harmonisast kegiatan Perangkal Daerad
Kabupaten urusan Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan;

merencanakan dukim gan npia ksanasan kegiatan nusat, provingl omtitk
urusan Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan

merencanakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah urusan Perencanaan Pembangunan Wilayah
Kecamatan;

mereicanakan dain imenyiapkan bahan  Pei rjanjiain  Kinerja, Standar

Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM} urusan
Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan;

. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan

kebijakan daerah urusan Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan;
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monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan deng urusan
Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan; dan

R
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merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh atasan.

i
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Bidang Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah
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Tata Kerja Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
Daerah menpul ;

a.

b.

memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja

Averala e
EreivveRigity

mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan bidang Perencanaan Dan
Pengendalian Pembangunan Daerah melipuli Perencanaan Pembangunan
Daerah, Pembiayaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian dan Evaluasi
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mengkourdinusikan penyusunun dokuimen dan perencanaan Pernbungunian
Daerah antara lain RKPD, RPJMD dan RPJPD;
mengkonrdinasikan mengarahkan, mengendalikan dan mengevaluasi

pelaksanaan pembahgunan daerah.

mengkoordinasikan, mengelola dan menganalisa data dan Informasi
perencanaan pembangunan daerah;

mengkoordinasikan dan menyusun konsep sasaran database perencanaan
peinbangunain  daerah, pelaksanaan Penyusunan penetapan  indikator
kinerja kegiatan Badan, pelaksanaan koordinasi penyusunan penetapan
indikator kinerja pemerintah daerah, sistem informasi perencanaan
pembangunan daerah dan dokumen evaluasi pemnbangunan berdasarian
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- | P ~ .'l,‘..,. WOV - m— = e

un,ubnumuii'.a:ikm' aaiy INCNYUusun £ Cir 528a7an bahan 'apumu' tahunan
(annual report) pembangunan daerah bahan Laporan Penyelenggaraan
Pemenntahan Daerah  (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan

Pertanggunglawaian {(LKPJ};
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mengkoordmamkan dan menyiapkan bahan Standar Opera onal Prosedur
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Pengendalian Pembangunan Daerah;
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HicUghoUiasisan dan mengenuankan  peayiapan babmg peayusunian

kebijakan daerah urusan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
Daerah;

mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kegiatan yang berkaitan dengan urusan Perencanaan dan Pengendalian

oV 5 T, ST
reiipanguiiall pracran; qai

pe!

melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh atasan.

menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja
hawnhan:

menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan
Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas:

merencanakan menyiapkan bahan untuk evaluasi pelaksanaan
pengendalian pembangunan;

menylapkan pelaksanaan koordinasi dalam hal pengendalian dan evaluasi

aksanaan RKPD, RPJMD dan RPJPD; ;

membniat  konsep  sasaran hahan  laporan  tahunan  (annual renorh

pembangunan daerah, bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD), bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

- 42
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merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar
Operasional Prosedur (S0P} uvmisan Perencanaan Pembangunan Daerah;

merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan daerah urusan Perencanaan Pembangunan Daerah;

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
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merencanakan pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan mengenai
nerencanaan pembangunan daerah;

menyusun konsep indikator kinerja kegiatan Badan, pelaksanaan
koordinasi penyusun penetapan indikator kinerja pemerintah kabupaten
dan dokumen evaluasi pembangunan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagai bahan informasi kepada pimpinan dan
masyvarakat; dan

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
yvang diberikan oleh atasan.

menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja
bawahan:

menyusun rencana Kegiatan Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan
Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mcenyiapkan konsep pengumpulan dan analisa data pembangunan daerah
(SIPD);
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Tata Kerja Kelompok Jabatan Fungsional meliputi :
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informasi perencanaan pembangunan daerah;

menviapkan pengeiniaan studio data pemhbangiman daerah;
R T A A = B B H = 4

merencanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi, validasi,
verfikasi, publikasi, analisa dan pengelolaan data pembangunan daerah;

merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan

Pembiayaan Pembangunan Daeraly;

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring  dan  evahiasi  kepiatan  vang  herkaitan  dengan  1nrsan
Pembiayaan Pembangunan Daerah; dan

merencanakan, melaksanakan dan melaperkan tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh atasan.
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bawahan;

menyuisn rencana kegiatan vrnsan Peng

pedoman pelaksanaan tugas;

merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan pembangunan
daerah di sub bidang Pengendalian dan Evaluasiimerencanakan dan
menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi, validasi, verfikasi, publikasi,
anaisa dan penpeloiasn data permhemgonan dnaerai;

merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan RPJPD, RPJMD dan
RKPD;merencanakan dan menyiapkan bahan kerjasama dengan

Instansi/SKPD terkait dan Instansi Vertikal berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;

Merenvuuakan  hegialan dan wemfosiliiosi peluksuanuan rencana
pembiayaan pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi dan
APBN;merencanakan dan menyiapkan bahan untuk evaluasi pelaksanaan
pengendalian pembangunan daerah sesuai program yang tercantum dalam
anggaran APBN/PHLN/Dekonsentralisasi dan Tugas Pembantuan dan Dana
Alokasi Khusus (DAK) serta anggaran APBD Kabupaten, agar berjalan
sesuai perencanaan, target dan sasaran pernbangunan daerah;

Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana
pengembangan  pembiayaan  yang  bersumber dana  hibah dan/atau
pinjaman luar negeri, serta kerjasama pembiayaan pihak swasta (corporate
social responsibility/CSR dan Public Private Partnership} ;merencanakan
pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan mengenai perencanaan
pembangunan daerah;
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. oordinas
pengembangan pembiayaan pembangunan terhadap Perusda/Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);membuat
konsep sasaran database perencanaan pembangunan daerah, sistem
informasi perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan penyusun
penctapan indikator kineria kegiatan badan, pelaksanaan koordinasi
penyusun penetapan indikator kinerja pemerintah kabupaten dan dokumen
evaluasi pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaim sebagal bahan informasi kenada nimninan dan masvaraar:
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pembangunan daerah dari berbagai sumber untuk menjadi bahan anahsa
pembiayvaan pembangunan daerah.

Merencanakan dan Menyiapkan bahan kerjasama dengan Instansi/SKPD
terkait dan Instans1 Vertikal berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku uintuk Keberhasilan prograin Keéfja,inenyiapkan pelaksanaan
koordmas1 dalam hal pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD,
RPJMD, RKPD;

merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan analisis kebijakan sumber-
sumber pembiayaan pembangunan'membuat konsep sasaran bahan
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Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), bahan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Laporan Keterangan
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weungiawaban Akhir Masa Jabatan {(LKPAJ) Bup:
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reriaf

merencanakan kegiatan dan Melaksanakan inventarisasi dan analisis
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alokasi pembiayaan pembangunan daerah, merencanakan dan menylapkan
bahan pelaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
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merencanakan dan menyiapkan bahan perjanjian kinerja, Standar
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Pengendalian dan Evaluasi; o h

. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penvusunan

kebijakan daerah urusan Pengendalian dan Evaluasi;

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan cvaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Pengendalian dan Evaluasi; dan
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yang diberikan oleh atasan.
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dan ketentuan yang berlaku.
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Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari

sejumiah ienaga dan _}Cumulg iabatan iuhahiuilcu sesuai dCILQ n keahlian.
Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan Badan.



BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29
Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor
72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mcngctahuinya, mcmcerintahkan pcngundangan Pcraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 September 2021

BUPATI KUTAI KARTANEGAR/

EDI DAMANSYAL

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 28 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021 NOMOR 38



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 38 TAHUN 2021 TANGGAL 27 SEPTEMBER 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI TIPE A
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SEXRETARIAT
KELOMPOK i
JABATAN | _ - |
FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN Ke ompok
DAN KETATALAKSANAAN KEPEGAWAIAN - Bampr
[ | | 1
BIDANG PERENCANAAN BIDANG PERENCANAAN BIDANG PERENCANAAN BIDANG PERENCANAAN DAN
EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA DAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PENGENDALIAN
SUMBER DAYA ALAM PEMERINTAHAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH PEMBANGUNAN DAERAH
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